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Dalam penelitian ini dibahas tentang aktajual beli PPAT yang menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan
dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dimana dalam konteks tersebut PPAT menjadi pihak
berperkara di pengadilan baik yang disebabkan oleh akta yang dibuatnya maupun perselisihan para pihak
terkait aktaitu sendiri. Oleh karena itu permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah suatu
penyangkalan para pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sehingga menjadi dasar timbulnya
perkara pertanahan serta pertanggungjawaban PPAT terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas akta yang
dibuatnya. Untuk dapat menjelaskan permasalahan pokok dari penelitian ini maka dipergunakan metode
penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dari
analisis yang dilakukan secara kualitatif diketahui bahwa PPAT yang membuat akta jual beli dalam kasus
tersebut tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembuatan akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan sehingga berakibat merugikan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang menjadi objek
perkara. Dengan demikian PPAT harus mempertanggung jawabkannya baik secara administratif, perdata
maupun pidana. Sehingga akta dibuat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak.

...... The research discusses the sale and purchase deed made by the Land Deed Official (PPAT) to execute
land transfer, which is the cause of the land dispute in the Decision of South Jakarta District Court Number
766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 470
K/Pdt/2019. In the case, PPAT deeds as the defendant due to the misrepresented deed led to the dispute. The
main issue raised in this research is a claim from the plaintiffs about the sale and purchase deed made by
defendant result in the loss and damages as well asthe PPAT’ s responsibility to the party for the deed it
made. To be able to explain the main problem of this research, anormative juridical research method is used
through a statute analysis and a case analysis based on the Decision of the South Jakarta District Court
Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number
470 K/Pdt/2019. From those analysis, it is determined that the defendant (PPAT) has violated the rules for
making enforcable deeds as stipulated in the statutory regulations, which resulted in plaintiffs loss and
damages.. Thus, the defendant (PPAT) must be responsible for remidies and charges of administrative, civil
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and criminal provisions. In conclusion the deed has to be made in accordance with the provisions of the
prevailing laws and regulations to provide legal protection and legal certainty for all parties.



